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1
Surat dari DPRD Kota Sorong Nomor : 170/46, tanggal 4 

April 2022, Agno 02296/T/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

penyampaian aspirasi presidium pembentukan prov papua 

barat daya 

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 4/I untuk mencatat dan laporkan 
Koordinasikan dan laporkan

2

Surat dari Lembaga Batuan Hukum DPP Persaudaraan 

Islam Tionghoa Indonesia Nomor : 

A.001/S/A.A018/DPP/PITI/III/2022, tanggal 5 April 2022, 

Agno : 02810/T/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

Audiensi 

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 1/I untuk diketahui
Koordinasikan dan laporkan

3

Surat dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia Nomor : 168.PB.XX.04.06 B-1.03.2022, tanggal 6 

April 2022, Agno : 02978/S/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal  

Permohonan Audiensi 

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 3/I untuk diketahui
Koordinasikan dan laporkan

4

Surat dari DPD Garda Merah Putih Prov Papua Barat, 

Manokwari Nomor : 01/GMP-DKN9/PB/IV/2022, tanggal 11 

April 2022, Agno : 03065/S/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

Permohonan Audiensi Pertukaran Dukungan 

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 3/I untuk tindak lanjuti 
Koordinasikan

5

Surat dari Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 

Jakarta  Nomor : 10/KWAKTP/GKPK/III/2022, tanggal 11 

April 2022 Agno : 03015/S/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

Surat Penyimpanan Desa Kebijakan Diskriminatif Tahun 

2021 Pusat Analis Perempuan Kebijakan 

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 2/I untuk tindak lanjuti 
Pelajari dan Tindak Lanjuti 

6

Surat dari Majelis Rakyat Papua Barat, Manokwari Nomor : 

010/436/MPRPB/IV/2022, tanggal 13 April 2022, Agno : 

03168/S/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

permohonan Audiensi 

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 4/I untuk tindak lanjuti 
Saran Masukan terkait DOB

7

Surat dari DPP Team Operasional Penyelamatan Asset 

Negara RI, Nomor : 01/TOPAN-RI/II/2022, tanggal 18 April 

2022, Agno : 03305/S/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

Keberadaan LSM TOPAN-RI Kec. Cegal, Kab. Ogan 

Komering Ilir 

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 1/I untuk tindak lanjuti 
Catat dan Koordinasikan

8
Surat dari Dubes RI Wellington Nomor : R-

00051/Wellington/220326, tanggal 19 April 2022

Surat ditujukan kepada Bapak Sesmenko Polhukam perihal 

perkembangan liputan media terkait rencana penghentian 

beasiswa dan pemulangan pelajar Papua dan upaya 

engagement dengan berbagai pihak terkait di Selandia Baru

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 4/I untuk tindak lanjuti 

Catat dan Teruskan ke 

Deputi II

9

Surat dari Barisan Pemuda Pengawal Nusantara Wilayah 

Sorong Raya Papua Barat, Nomor : 032/BPPN-

SRGR/IV2022, tanggal 19 April 2022

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

permohonan kesediaan Bapak Menko Polhukam sebagai 

Mediator masalah DOB Papua Barat

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 2/I dan Asdep 4/I untuk tindak lanjuti 
Koordinasikan dan saran

10

Surat dari Pandawa Institut Konsultan Pembangunan 

Nasional dan Daerah Nomor : 117.03.PI.2022, tanggal 21 

April 2022, Agno : 03223/S/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

Pencairan Dana Ekonomi Pancasila Senilai Rp. 9M

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 1/I untuk tindak lanjuti 

Pelajari dan saran dari Deputi 
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11

Surat dari Kantor Wilayah BPN Prov Papua Nomor : 

MP.01.02/799-91/IV/2022, tanggal 26 April 2022, Agno : 

03524/T/22

Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal 

klarifikasi atas Surat BP an Sinoe GKI di Tanah Papua 

tentang Mosi tidak percaya dan penjelasan tumpang tindih 

sertifikat hak milik No. 613/Argapura

Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi 

kepada Asdep 4/I untuk tindak lanjuti 

Pelajari dan Monitor Konflik 

Tanah Perorangan 


